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PUTUSAN

Nomor 333/Pdt.G/2020/PA Mtr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN  MAHA ESA

 Pengadilan  Agama  Mataram yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu  pada  tingkat pertama  dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT,  Lahir  di  Ampenan Kota Mataram,  pada tanggal  3  Juni  1985,

Agama Islam, Pekerjaan Guru Honorer, Pendidikan

S1,  bertempat  tinggal  di  Jalan  Energi  Gang  Nusa

Indah  VII,  RT/RW  :  004/002,  LMATARAM  yang

selanjutnya  disebut sebagai:-“Penggugat“,

Berdasarkan  Surat  Kuasa  Khusus  yang  telah

terdaftar  di  Kepanitreraan  Pengadilan  Agama

Mataram  tanggal  23  Juni  2020,  Penggugat  telah

memberi  Kuasa  kepada SELLY   ESTER

SEMBIRING,   SH,  &  EDMOND  LAURENS

AIPASSA,  SH,  Keduanya  Pengacara  /  Advokat,

pada  Lembaga  Bantuan  Hukum (LBH)  “PELANGI”

yang beralamat di Jalan Segara Anak No.44, Taman

Kapitan  Ampenan,  Kota  Mataram,  Nusa  Tenggara

Barat, yang berdasarkan surat kuasa khusus nomor :

75/LBHP/PDT/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020.

Melawan :

TERGUGAT,  Lahir  di  Ampenan,  pada  tanggal  21  April  1985,  Agama Islam,

Pendidikan  SMP,  Pekerjaan  PNS  di  Dinas

Ketahanan Pangan Kota Mataram, bertempat tinggal

di  Lombok  Barat,  yang  selanjutnya  disebut

sebagai:”Tergugat”;
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Pengadilan Agama Mataram tersebut ;

Setelah  mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara a quo ;

Setelah mendengar  keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

 DUDUK PERKARA

            Bahwa, berdasarkan Gugatan Penggugat tertanggal 23 Juni  2020, 

Penggugat     telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah didaftar 

di  Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor  333/Pdt.G/ 

2020/ PA Mtr., tanggal 23 Juni 2020, dengan alasan-alasan  / dalil-dalil   

sebagai berikut: 

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri

yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama

Islam di Ampenan,  Kota  Mataram, pada tanggal 15 Mei 2010 dan sudah

didaftar  di  Kantor  Urusan  Agama  setempat,  sebagaimana  kutipan  akta

nikah nomor : 922/72/VII/2011, tertanggal 18 Juli 2011.

2. Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat

tinggal di rumah keluarga Penggugat di Ampenan sekitar 7 bulan, kemudian

tinggal  di  rumah  kost  di  Ampenan,  selanjutnya  pada  tahun  2013  mulai

tinggal di rumah sendiri di Kampung Banjar, Ampenan, Kota Mataram dan

antara  Penggugat  dengan  Tergugat  telah  melakukan  hubungan

sebagaimana layaknya suami istri,  sehingga sudah dikaruniai  dua orang

anak, yang bernama :

a. Anak ke satu.

b. Anak kedua.

Bahwa kedua anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat.

3. Bahwa  pada  awalnya  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat rukun dan harmonis,  akan tetapi sejak sekitar bulan Mei tahun

2019,  kehidupan  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  mulai  terjadi

perselisihan  dan  percekcokan  secara  terus  menerus,  yang  disebabkan

antara lain:

a.  Tergugat  selingkuh  dengan  perempuan  lain  dan

sekarang sudah menikah dengan perempuan tersebut. 
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b.  Tergugat  sering  tidak  pulang  ke  rumah  kediaman

bersama,  sehingga  Penggugat  pernah  datang  mencari  Tergugat  di

tempat  kost  perempuan  tersebut,  dan  sempat  terjadi  percekcokan

antara Penggugat dengan Tergugat dan juga perempuan itu, dimana

Tergugat menyalahkan Penggugat dan membela perempuan tersebut.

c.  Bahwa  setelah  kejadian  di  tempat  kost  perempuan

tersebut,  kemudian  Tergugat  menjatuhkan  talak  kepada  Penggugat

tepatnya  pada  tanggal  11  Mei  2019,  dan  selanjutnya  Tergugat

menyerahkan Penggugat kembali kepada keluarganya. 

Sejak  saat  itu  antara  Penggugat  dan Tergugat  sudah tidak  ada lagi

hubungan layaknya suami istri hingga saat ini.

4. Bahwa  dengan  sikap  dan  perbuatan  Tergugat  yang

demikian,  membuat  Penggugat  tertekan  bathin  dan  kejadian  tersebut

membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina

dengan  baik,  maka  tujuan  perkawinan  untuk  membentuk  rumah  tangga

yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit  dipertahankan lagi,

untuk itu mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat. 

5. Bahwa melalui gugatan ini Penggugat juga mohon agar

hak asuh dan pemeliharaan anak yang bernama : Muhammad Rizal Akbar

dan Fitriya Hidayatullail, yang saat ini tinggal bersama dengan Penggugat,

agar  ditetapkan  kepada  Penggugat,  sehingga  ada  kepastian  hukum

mengenai hak asuh dan pemeliharaan anak tersebut. 

6. Bahwa  oleh  karena  Tergugat  berkewajiban  memberi

nafkah kepada anak tersebut  maka melalui  gugatan ini  Penggugat  juga

mohon nafkah, biaya kesehatan dan pendidikan kedepannya bagi ke dua

anak tersebut setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu

rupiah)  terhitung  sejak  putusan  ini  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap

sampai dengan ke dua anak tersebut dewasa dan mandiri, yang diserahkan

kepada Penggugat. 

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil  diatas,  Penggugat  mohon kepada Bapak

Ketua Pengadilan Agama Mataram cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara

ini, agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : 
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A. PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menjatuhkan  Talak  Satu  Bai’n  Shugra  Tergugat

TERGUGAT kepada Penggugat PENGGUGAT; 

3. Menetapkan  hak  asuh  dan  pemeliharaan  anak  yang

bernama Muhammad Rizal  Akbar  dan  Fitriya  Hidayatullail,  ditetapkan

kepada Penggugat; 

4. Menetapkan  hukum  wajib  bagi  Tergugat  untuk

memberikan nafkah, biaya kesehatan dan pendidikan bagi ke dua anak

yang bernama Muhammad Rizal Akbar dan Fitriya Hidayatullail, setiap

bulan sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) terhitung

sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan ke

dua  anak  tersebut  dewasa  dan  mandiri,  yang  diserahkan  kepada

Penggugat. 

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah, biaya

kesehatan dan pendidikan bagi ke dua anak yang bernama Muhammad

Rizal  Akbar  dan  Fitriya  Hidayatullail,  setiap  bulan  sebesar  Rp.

1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak putusan ini

mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan ke dua anak tersebut

dewasa dan mandiri, yang diserahkan kepada Penggugat. 

6. Membebankan  biaya  yang  timbul  dalam  perkara  ini,

sesuai aturan yang berlaku;

B. SUBSIDER

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya dan bermanfaat;

                      Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan,

Penggugat  dan  Tergugat  telah  hadir,  Majelis  Hakim  telah  mendamaikan

Penggugat  dan  Tergugat  akan  tetapi  tidak  berhasil  bahkan  untuk

memaksimalkan upaya tersebut, majelis hakim telah memberikan kesempatan

kepada  kedua  belah  pihak  untuk  mengikuti  mediasi  sebagaimana  yang
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dikehendaki oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Dra.Hj.Kartini.,

dengan laporan mediator bahwa mediasi yang dilakukantidak berhasil;

Bahwa  oleh  karena  upaya  penyelesaian  damai  tidak  berhasil,  maka

penyelesaian atas perkara ini  dilanjutkan melalui  pemeriksaan secara litigasi

yang diawali dengan membacakan gugatan Penggugat, yang pada pokoknya

tetap dipertahankan oleh Penggugat dan menyatakan bahwa oleh karena anak

tetap  berada  dibawah  asuhan  Penggugat  maka  Penggugat   tetap  meminta

biaya pemeliharaan untuk 2 orang  anak yang awalnya Penggugat meminta

sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), mengingat penghasilan

Tergugat  sebagai  golongan 1  dan gajinyapun telah dipotong oleh Bank, maka

Penggugat  hanya  meminta  Rp.500.000,-(lima  ratus  ribu  rupiah)  saja  untuk

seorang anak setiap bulannya;

Bahwa  atas gugatan Penggugat tersebut,   Tergugat tidak mengajukan

jawaban /tanggapan, karena pada sidang lanjutan Tergugat tidak pernah hadir

dipersidangan .

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan

alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat,

Nomor;,  tanggal  25  Juni  2012,  yang  dikeluarkan  oleh  Pemerintah

Propinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram, bukti surat tersebut telah

dicocokkan  dengan  aslinya  ternyata  sesuai  aslinya  serta  telah  diberi

materai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode ( bukti

P.1 );  

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: /2011, tertanggal

18 Juli  2011,   yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat  Nikah Kantor

Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, bukti surat tersebut

telah  dicocokkan  dengan  aslinya  ternyata  sesuai  aslinya  serta  telah

diberi materai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode

( bukti P.2 );

3. Fotokopi Kutipan  Akta  Kelahiran  anak yang bernama

Nomor: Al tertanggal 07 Oktober 2011,   yang dikeluarkan oleh
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Dinas Kependudkan dan Pencatatan Sipil  Kota   Mataram, bukti  surat

tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta

telah diberi materai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi

kode ( bukti P.3 );

4. Fotokopi Kutipan  Akta  Kelahiran  anak yang bernama

Nomor:, tertanggal 02 Oktober 2018,  yang dikeluarkan oleh Dina

Kependudkan dan Pencatatan Sipil Kota  Mataram, bukti surat tersebut

telah  dicocokkan  dengan  aslinya  ternyata  sesuai  aslinya  serta  telah

diberi materai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode

( bukti P.4 )

B.Saksi : 

           1.Saksi ke satu, umur 60  tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,

pendidikan S1, tempat tinggal di MATARAM, di bawah sumpahnya

memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa  saksi  mengenal  Penggugat  dan  Tergugat

karena saksi sebagai   ayah kandung dari Penggugat dan Tergugat

adalah anak mantu saksi ;

- Bahwa  Penggugat   dan  Tergugat  adalah  pasangan

suami-isteri   yang menikah sah ;

- Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat

tinggal bersama di rumah keluarga Penggugat  di Ampenan  sekitar 7

bulan,  kemudian  pindah  kerumah  kos-kosan,  Kota  Mataram  dan

sekitar tahun 2013 baru tinggal di rumah sendiri di kampung Banjar

Ampenan, Kota Mataram . 

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah

dikaruniai 2  orang   anak saat  sekarang  tetap  dalam  asuhan

penggugat sebagai ibu kandungnya ; 

- Bahwa, awalnya  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Mei tahun 2019,

ketentraman  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak

harmonis, dengan adanya perselisihan yang terus menerus, hal ini

disebabkan  karena  Tergugat   selingkuh  dengan  perempuan  lain,
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bahkan telah menikah lagi dengan wanita tersebut, Tergugat  sering

tidak pulang kerumah  dan sekitar bulan Mei tahun 2019  Tergugat

telah  menjatuhkan  talak  kepada  Penggugat,  dan  sejak  saat  itu

Tergugat  telah  menyerahkan  Penggugat  kepada  keluarganya  dan

sejak  saat  itu  pula  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  pisah

tempat tinggal hingga saat ini tanpa ada nafkah lahir dan bathin dari

Tergugat ;

- Bahwa  saksi  mengetahui  rumah  tangga   Penggugat

dan Tergugat sudah tidak rukun lagi  karena saksi sering mendengar

langsung pemberitahuan dari  Penggugat  ;

- Bahwa  sejak  bulan Mei tahun  2019,  hingga saat ini

sudah lebih kurang 1 tahun  berturut-turut  Penggugat dan Tergugat

berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama itu sudah tidak ada

hubungan lahir batin dan komunikasi lagi, menurut saksi sudah sulit

untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat  

- Bahwa,  saksi  dan  keluarga sering mencoba

merukunkan dengan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun

tidak berhasil karena Penggugat tetap keras mau cerai ; 

2. Saksi Kedua., umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan

Swasta, pendidikan S1,  tempat tinggal  di MATARAM Kota

Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai

berikut:

- Bahwa  saksi  mengenal  Penggugat  dan  Tergugat

karena saksi sebagai adik kandung dari  Penggugat    ;

- Bahwa  Penggugat   dan  Tergugat  adalah  pasangan

suami-isteri   yang menikah sah ;

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah

dikaruniai 2 orang  anak sekarang dalam asuhan Penggugat; 

- Bahwa, awalnya  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Mei tahun 2019,

ketentraman  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak

harmonis, dengan adanya perselisihan yang terus menerus, hal ini
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disebabkan karena Tergugat  selingkuh dengan wanita lain bahkan

telah  menikah  lagi  dengan  wanita  tersebut,  Tergugat  sering  tidak

pulang kerumah, dan sekitar pertengahan bulan Mei 2019,  Tergugat

telah  menjatuhkan  talak  kepada  Penggugat  dan  sejak  saat  itu

Tergugat telah meyerahkan kembali Penggugat kekeluarganya;

- Bahwa  saksi  mengetahui  rumah  tangga   Penggugat

dan Tergugat sudah tidak rukun lagi  karena saksi pernah melihat dan

mendengar langsung pertengkaran antara  Penggugat dan Tergugat

dan juga pernah diceritakan juga oleh Penggugat;

- Bahwa  sejak  bulan Mei tahun  2019,  hingga saat ini

sudah lebih kurang 1 tahun,  berturut-turut  Penggugat dan Tergugat

berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama itu sudah tidak ada

hubungan lahir batin dan komunikasi lagi , menurut saksi sudah sulit

untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat  

- Bahwa,  saksi  dan  keluarga sering mencoba

merukunkan dengan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun

tidak berhasil karena Penggugat tetap keras mau cerai ; 

       Bahwa, atas semua keterangan saksi tersebut di atas , Penggugat  tidak

mengajukan  pertanyaan  dan  tidak  keberatan  serta  telah  mengajukan

kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya serta memohon

putusan;

Bahwa,  Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua

hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan Penggugat  adalah

sebagaimana terurai di atas; 

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini,  Majelis Hakim telah

memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana

yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor  7 Tahun 1989 dan Pasal

26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan

tersebut  telah  disampaikan  secara  resmi  dan  patut  sebagaimana  yang
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dimaksud  Pasal  26  ayat  (2),  ayat  (3),  ayat  (4)  dan  ayat  (5)  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang,  bahwa  pada  hari  persidangan  yang  telah  ditetapkan,

Penggugat dan Tergugat hadir di  persidangan dan untuk memenuhi maksud

Pasal 154 R.Bg dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan  jo.  Pasal  82  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989

Tentang  Peradilan  Agama,serta  Pasal  115  Kompilasi  Hukum  Islam,  majelis

hakim  telah  berupaya  mendamaikan  Penggugat  dengan  Tergugat  di  depan

sidang,  bahkan  Penggugat dan  Tergugat  telah  menempuh  proses  mediasi

sesuai  ketentuan  PERMA  Nomor  1  Tahun  2016  dengan  mediator

Dra.Hj.Kartini., namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa  selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan 

dalam persidangan tertutup untuk umum dengan dibacakannya surat gugatan 

Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-undang 

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; 

Menimbang,  bahwa dari  surat  gugatan Penggugat,  dapat  disimpulkan

bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah sering terjadi

pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan

Tergugat  selingkuh dengan perempuan lain,  bahkan Tergugat  telah menikah

lagi dengan perempuan tersebut; 

Menimbang,  bahwa  terhadap  dalil-dalil  gugatan  Penggugat  tersebut,

Tergugat tidak memberikan jawaban ;

Menimbang,  bahwa  untuk membuktikan  dalil-dalilnya, Penggugat  telah  

mengajukan  alat  bukti  tertulisyaitu P.1 dan  P.2, serta dua orang saksi;  

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat,

Majelis  Hakim  terlebih  dahulu  harus  memeriksa  kebenarannya  baik  secara

formil maupun materiil;  

1. Penilaian bukti-bukti tertulis;

Menimbang,  bahwa  bukti  P.1  berupa fotokopi Kartu  Tanda 

Penduduk,  yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah 

dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan 

tempat tinggal Penggugat. Bukti  tersebut  tidak dibantah oleh Tergugat, 
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sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta 

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat(Volledig 

enBindende Bewijskracht);

Menimbang,  bahwa  bukti  P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta  Nikah  

yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen 

serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa 

Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal  15

Mei 2010,  di Kecamatan Ampenan, Kota Mataram,  propinsi Nusa Tenggara

Barat. Bukti  tersebut  tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut 

telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan 

pembuktian yang sempurna dan mengikat(Volledig enBindende 

Bewijskracht);

Menimbang,  bahwa  bukti  P.3 dan P.4. berupa fotokopi Kutipan Akta 

Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Rizal 

Akbar dan Fitriya Hidayatullail  yang merupakan akta otentik, telah 

bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi 

bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah

telah dikaruniai 2 orang anak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi 

syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang 

sempurna dan mengikat(Volledig enBindende Bewijskracht);

2. Penillaian bukti-bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat sudah dewasa dan sudah

disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal

172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  pertama  Penggugat  mengenai

dalil-dalil  gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri  atau didengar

sendiri atau dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh

Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat

materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat

bukti;
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Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat sudah dewasa dan sudah

disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal

172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai dalil-

dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri

atau  dialami  sendiri  dan  relevan  dengan  dalil  yang  harus  dibuktikan  oleh

Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat

materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat

bukti;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  pertama  dan  saksi  kedua

Penggugat  bersesuaian  dan  cocok  satu  dengan  yang  lain,  oleh  karena  itu

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi  Pasal 309 R.Bg;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  P.1  dan P.2 terbukti  fakta

kejadian/peristiwa sebagai berikut:

 Bahwa Penggugat bertempat tinggal/berdomisili di 

Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;

 Bahwa Penggugat dan Tergugat  telah melangsungkan 

pernikahan pada tanggal 15 Mei 2010 yang tercatat di Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara 

Barat;

 Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat 

telah dikaruniai 2 orang  anak;

 Bahwa  pada awalnya rumah tangga Penggugat dan 

Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2010, 

rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar hal ini 

disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain bahkan Tergugat

telah menikah dengan wanita tersebut sehingga sejak bulan Mei tahun 

2019 Tergugat telah mentalak Penggugat, dan sejak saat itu antara 

Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang, 

Penggugat telah dikembalikan oleh Tergugat kepada orang tua penggugat 

dan selama itu pula sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan bathin antara 
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Penggugat dan Tergugat;

 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh 

pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim serta Mediator dari Pengadilan 

Agama Mataram supaya rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian/peristiwa tersebut  

di  atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut : 

1. Bahwa Penggugat adalah penduduk Kota Mataram 

sehingga perkara ini termasuk  kewenangan relatif Pengadilan Agama 

Mataram ; (vide : Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama);

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan 

suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat sebagai 

subyek hukum (persona standi in judicio) dalam perkara a quo dan menjadi 

kewenangan absolut Pengadilan Agama; (vide : Pasal 2 ayat (1 dan 2) 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam);

3. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat 

sudah tidak harmonis lagi. (vide : Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

4. Bahwa Majelis Hakim maupun Mediator Pengadilan 

Agama Mataram telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi 

tidak berhasil (vide: Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana 

tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat

dan Tergugat telah pecah (broken married) dan sudah tidak dapat dipersatukan 

lagi karena diantara keduanya sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran 

yang terus-menerus;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 1 (satu), memohon

agar Pengadilan Agama Mataram, mengabulkan gugatannya ;
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Menimbang, bahwa petitum tersebut bekaitan erat dengan petitum yang

lain,  oleh  karena  itu  akan  dipertimbangkan  setelah  terlebih  dahulu

mempertimbangkan petitum lainnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) memohon

agar  pengadilan  menjatuhkan  talak  satu  bain  shugra  Tergugat  terhadap

Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang,  bahwa menurut  Pasal  39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang

perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada

cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami

istri dan  pengadilan  telah  berusaha dan  tidak  berhasil  mendamaikan kedua

belah pihak.  Selanjutnya dalam Pasal  19 huruf  (f)  PP No.  9 Tahun 1975 jo

Pasal  116  huruf  (f)  Kompilasi  Hukum  lslam  (KHl)  menegaskan  salah  satu

alasan  perceraian  yaitu  adanya  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  terus

menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;  

Menimbang,  bahwa  dari  ketentuan  pasal-pasal  tersebut  terdapat

beberapa unsur  yang harus  dipenuhi  untuk  terjadinya  perceraian  baik  cerai

talak maupun cerai gugat yaitu: 

 Adanya  alasan  telah  terjadinya  perselisihan  dan

pertengkaran yang terus menerus;  

 Perselisihan  dan  pertengkaran  menyebabkan  suami

istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;  

 Pengadilan  tidak  berhasil  mendamaikan  kedua  belah

pihak (suami isteri);  

Menimbang,  bahwa  unsur-unsur  tersebut  akan  dipertimbangkan  satu

persatu berdasarkan fakta hukum di atas, sehingga antara Penggugat dengan

Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;  

Menimbang,  bahwa berdasarkan fakta  hukum di  atas,  terbukti  bahwa

antara  Penggugat  dengan  Tergugat  telah  terjadi  pertengkaran  yang  terus

menerus sehingga unsur pertama telah terpenuhi;  

Menimbang,  bahwa  selanjutnya  terbukti  pula  bahwa  akibat  dari

pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, maka sejak 1

tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sehingga
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tidak ada harapan untuk rukun kembali, dengan demikian unsur keduapun telah

terpenuhi; 

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  telah  berupaya  mendamaikan

Penggugat  dan  Tergugat  dari  awal  persidangan  dan  pada  setiap  tahap

persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UU Nomor 7 Tahun

1989 jo Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam,

bahkan majelis hakim telah mengoptimalkan mediasi sesuai Perma Nomor 1

Tahun  2016,  namun  upaya  tersebut  tidak  berhasil  dengan  demikian,  maka

unsur ketiga juga telah terpenuhi;   

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang 

didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk 

mewujudkan tujuan perkawinan yang terdapat dalam firman Allah, surat al-

Ruum ayat 21 yaitu rumah tangga bahagia yang penuh cinta dan kasih sayang 

seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya 

akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah

satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar

Hukum lslam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang 

diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini 

yang menyatakan :

فيها             ينفع يعد ولم الزوجين الحياة تضطرب حين الطلق نظام السلم اختار وقد

معناه              الستمرار لن روح غير من صورة الزواج الربطة تصبح وحيث صلح ول نصائح

العدالة             روح تأباه ظلم وهذا المؤبد بالسجن الزوجين أحد على يحكم أن

 Artinya :" lslam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga 

sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat 

perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang ( tanpa ruh), sebab 

dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau 

suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk 

penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan “; 

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan abstrak hukum yang 

terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 

22 Maret 1997 bahwa “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak 

ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah 

Hlm. 14 dari 12 hlm./Put.No.333/Pdt.G/2020/PA.Mtr .

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan 

perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975”. Dan hasil rapat pleno kamar peradilan 

agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI 

Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan 

Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman 

Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa indikator rumah 

tangga sudah pecah (broken marriage) antara lain : Sudah ada upaya damai 

tetapi tidak berhasil, sudah tidak komunikasi yang baik antara suami isteri, 

salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya 

sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 

tersebut di atas, diantara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara 

perceraian adalah pecahnya rumah tangga (broken marriage). Oleh karena itu, 

tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang 

menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang 

terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah 

tangga Penggugat danTergugat;

Menimbang, bahwa tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab 

pertengkaran dan perselisihan tersebut serta terlepas dari apapun yang 

melatarbelakanginya, berdasarkan keterangan para saksi dan pernyataan 

Penggugat yang dibenarkan pula oleh Tergugat, faktanya adalah bahwa sejak 1

tahun yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal 

dan tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami isteri, oleh karena itu fakta 

hokum tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, 

Nomor 379 K/ AG/1995 di atas, maka fakta dalam kehidupan rumah tangga 

Penggugat dan Tergugat ini dapat dinilai telah memenuhi ketentuan alasan 

perceraian pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun1991);

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa

gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2)

Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  jo.  Pasal  19  huruf  (f)  Peraturan
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Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan 

dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara 

Penggugat dengan Tergugat  yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis 

Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun 

lagi dalam bahtera rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat 

berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang 

menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak ba'in 

shughra, maka gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu 

ba’in shugra Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Pemeliharaan Anak ( Hadhonah ) dan nafakah Hadhonah.

            Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tersebut telah memenuhi

maksud Pasal 78 huruf ( b) Undang – undang Nomor 07 Tahun 1989 jo Pasal

24 ayat (2) huruf (b) Peraturan – Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 dimana

Penggugat   disamping  menuntut  cerai  juga  kumulasi  dengan  tuntutan  hak

hadhonah dan nafakah hadhonah , tuntutan mana menurut Majelis hakim dapat

diterima dan dipertimbangkan ;

              Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai pemeliharaan anak,

Majelis  mempertimbangkan,  bahwa  berdasarkan  dalil  gugatan  Penggugat

didukung dengan pengakuan  Tergugat  dan bukti surat P.3 dan P.4. tentang

akta kelahiran  anak  serta keterangan para saksi Penggugat    terbukti dalam

perkawinan antara Penggugat  dengan Tergugat  telah diperoleh  2 orang anak

sekarang diasuh oleh Penggugat;

           Menimbang, bahwa secara psychologis, Penggugat yang mengandung

anak  tersebut  selama  9  bulan  dan  melahirkan  serta  menyusui  anak-anak

tersebut,  sudah  jelas  anak  lebih  dekat  dengan  ibu  kandungnya,  apalagi

anaknya yang nomor  2  tersebut  baru berumur 10 tahun sangat membutuhkan

perawatan, perhatian, kehangatan dan belaian kasih sayang yang penuh dari

ibu kandungnya. Dan dari sudut Yuridis sebagaimana maksud Pasal 105 huruf

(a) jo Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa pemeliharaan anak

yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan
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anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhonah (pengasuhan) dari

ibunya. Dalam hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan

Al-Hakim dalam  Kitab  Kifayatul  Ahyar,  yang artinya:  “  Engkau  (  ibu  )  lebih

berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah lagi “ dan dalam Kitab

I’anatuth  Tholibin  Juz  IV menyatakan  yang  artinya  :  “  Yang  diutamakan

mengurus anak yang belum mumayyiz adalah ibunya yang janda “.

           Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

diatas,  maka  Majelis  Hakim  berkesimpulan,  bahwa  karena  kedua  orang

anaknya tersebut di atas berada dalam asuhan Penggugat dan di depan sidang

Penggugat juga mengatakan bahwa masalah hak asuh anak Penggugat tidak

memintanya  karena  anak-anak  sekarang  tetap  berada  dalam  asuhan

penggugat  dan  penggugat  tetap  meminta  biaya  pemeliharaan  untuk  kedua

orang anaknya tersebut, dengan ketentuan Penggugat  tidak boleh menghalang

– halangi Tergugat selaku ayah kandung bertemu serta mengajaknya jalan –

jalan  pokoknya  diberikan  kesempatan  seluas-luasnya  untuk  silaturrahmi

dengan  anaknya  selama tidak berpengaruh terhadap kepentingan terbaik bagi

anak tersebut ;

            Menimbang, bahwa hak asuh yang diberikan kepada Penggugat

adalah  hak  fisik,  yakni  hak  berupa  kegiatan  mengasuh,  memelihara  dan

mendidik anak hingga dewasa, sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 huruf (g)

Kompilasi Hukum Islam;

            Menimbang, bahwa hak asuh yang bersifat hak asuh yang bertalian

dengan hak dan tanggung jawab orang tua, sebagaimana yang diatur dalam

Pasal 45 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974, seperti kewenangan untuk

menentukan  pendidikan  anak  dan  mengawasi/  memantau  kesehatan  anak

tersebut adalah tetap menjadi  hak dan tanggung jawab bersama Penggugat

dan Tergugat ;

           Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Undang-undang No.1

tahun 1974, orang tua tetap sebagai orang tua bagi anak, tidak ada lembaga

perwalian, walaupun perkawinan orang tua sudah putus, ayah tetap sebagai

ayah bagi anak dan ibu tetap sebagai ibu bagi anak;
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           Menimbang, bahwa Penggugat menuntut pula nafakah/biaya  untuk

anak-anaknya tersebut, yang saat ini keduanya masih diasuh oleh Penggugat

sesuai kesanggupan dan gaji Tergugat  ;

            Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat  mengenai biaya

pemeliharaan kedua orangnya tersebut sesuai kemampuan Tergugat sebagai

PNS Golongan  1c setiap  bulan hanya  sebesar  Rp.500.000  (lima  ratus  ribu

rupiah) untuk seorang anak atau Rp.1.000.000,- untuk kedua orang anaknya

tersebut;   

             Menimbang, bahwa diantara tujuan pembebanan nafkah anak kepada

Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa setiap anak harus terbebas dari

penelantaran (vide: pasal 13  ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002

Tentang Perlindungan Anak).  Oleh karena itu  anak – anak Penggugat   dan

Tergugat yang dimaksud harus ada jaminan yang pasti untuk biaya hidupnya;

            Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat yang membebankan

nafkah anak kepada Tergugat  tersebut  di  atas,  dalam hal  ini  Majelis  Hakim

memandang perlu pula untuk mengetengahkan pendapat  ulama dalam kitab

Fathul Muin oleh Zainuddin bin Abdul Aziz Al Malibari dan diambil alih menjadi

pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi sebagai berikut;

لبالغ           عليهما هي وقيل أب، على فنفقته وأم أب له المعين    –من فتح

Artinya:  “Barang  siapa  yang  mempunyai  ayah  dan  ibu,  maka

nafkahnya kewajiban ayah sampai dia dewasa”;

           Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Tergugat yang dibenarkan

oleh Penggugat  dan didukung dengan keterangan saksi-saksi yang dibawah

oleh  Tergugat  sendiri   mengenai  pekerjaan  Tergugat   yakni  sebagai  PNS

Golongan  1c  dengan  penghasilan  kotornya  setiap  bulannya  sebesar

Rp.3.961.700.,- dan sisa gajinya atau jumlah bersih yang diterima setiap bulan

sebesar  satu  juta  lebih,  maka terbukti  bahwa penghasilan Tergugat   secara

keseluruhan setiap bulannya sejumlah sekitar  satu juta lebih, maka layak dan

adil   yang menjadi  dasar pembebanan nafkah yang diberikan adalah sesuai

kesanggupan dan kemampuan /gaji Tergugat tersebut;     

            Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan

tersebut  ,  maka   Majelis  Hakim  berpendapat  adalah  cukup  layak  dan  adil
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untuk menghukum Tergugat  memberikan nafkah 2 orang anak Penggugat  dan

Tergugat,   kepada Penggugat  sejumlah  Rp. 1..000.000,00 (satu juta  rupiah )

setiap  bulannya  diluar  biaya  pendidikan  dan  kesehatan  sejak  putusan

berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa ( usia 21 tahun ) atau

sudah kawin ;

            Menimbang, bahwa oleh karena pembebanan nafakah 2 orang anak

tersebut telah ditetapkan  sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah ) setiap

bulan sebagaimana pertimbangan di atas, yang menurut Majelis Majelis nilai

mata uang / voluta (rupiah)  kedepan akan berubah seiring dengan kebutuhan

anak  yang  semakin  bertambah  ,  maka  Majelis  Hakim  berpendapat

pembebanan  biaya  nafakah  anak  tersebut  harus  ditambah  10 %  setiap

tahunnya dari jumlah yang telah ditetapkan tersebut di atas;     

           Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan

tersebut diatas , maka dalil - dalil gugatan Penggugat terbukti beralasan hukum

dan tidak melawan hak , oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan

Penggugat  dapat  dikabulkan  sebahagiannya  dan  sebagian  yang  lainya

dinyatakan  tidak dapat diterima;

Menimbang,  bahwa  terhadap  petitum  angka  3  (tiga),  MajelisHakim

mempertimbangkan  bahwa perkara  a  quo masuk  bidang  perkawinan,  maka

berdasarkan  Pasal  89  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

perubahan  kedua  dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  biaya

perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena secara keseluruhan petitum gugatan tersebut

telah  dikabulkan,  maka  terhadap  petitum  angka  1  (satu),  harus  dinyatakan

dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Mengingat  segala  ketentuan  Peraturan  perundang-undangan  yang

berlaku dan segala ketentuan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;  
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2. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  sughra  Tergugat  ( TERGUGAT)  terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);

3, Menetapkan 2 orang anak Penggugat dan Tergugat yang berada dibawah

asuhan Penggugat (PENGGUGAT);

4. Menghukum Tergugat   (TERGUGAT) untuk membayar kepada Penggugat

berupa  nafkah  untuk  2  orang  anaknya  tersebut  sekurang-kurangnya

sebesar  Rp.  1.000.000,-(satu  juta  rupiah)  setiap  bulannya  sampai  anak

tersebut dewasa atau berusia 21 tahun atau telah kawin ;    

5.  Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  ini

sejumlah Rp.441.000,00 (empat  ratus empat puluh satu ribu rupiah  ) ;

           Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilang

sungkan pada hari  Rabu tanggal  23 September 2020  Masehi ,  bertepatan

dengan tanggal 06 Shafar 1442  Hijriyah oleh kami Dra.St.Nursalmi Muhamad

sebagai  ketua  Majelis,  H.Abidin  H.Achmad,  S.H., dan  Drs.H.Nasrudin,S.H.

masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  putusan  tersebut  diucapkan  dalam

sidang terbuka untuk  umum oleh Ketua Majelis  tersebut  dengan didampingi

oleh  Hakim Anggota  dan dibantu  oleh  Dra.Hj.Nurhasanah,S.H.,M.H. sebagai

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat   dan diluar hadirnya

Tergugat.

      Hakim Anggota,                                                        Ketua Majelis,

 

   

   H.Abidin H.Achmad,S.H.                                   Dra. St.Nursalmi Muhamad.

      Hakim Anggota ,

                                                                                       

  Drs.H.Nasrudin,S.H.                                                                         

                                                                      Panitera Pengganti,

                                                                                                 

                                                                         Dra.Hj.Nurhasanah,S.H.,M.H
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1. Biaya Pendaftaran               : Rp.  30.000,00
2. Biaya Proses                        : Rp.  50.000,00
3. Biaya Panggilan                   : Rp. 335.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan        : Rp.   20.000,00 
5. Biaya Redaksi                      : Rp.   10.000,00
6. Biaya Materai                       : Rp.     6.000,00
                          ----------------------------------------
   Jumlah                                     Rp. 441.000,00

                         ( empat ratus empat puluh satu ribu rupiah );

                                                         

                  Mataram, 

                                                    Disalin sesuai dengan aslinya

                                                    Pengadilan Agama Mataram

                                                    Panitera

                                                   

                  

                                                    Marsoan,S.H.

. 
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